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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Pemerintah Republik Indonesia
telah mendapat tambahan kuota Jemaah
Haji Indonesia sebanyak 8.000 (delapan
ribu) orang dari Pemerintah Kerajaan Arab
Saudi untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

bahwa dengan adanya penambahan kuota
Jemaah Haji Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menyesuaikan
pengeluaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 1444 Hijriah /2023 Masehi yang bersumber
dari nilai manfaat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan  Presiden  tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang
Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan
Nilai Manfaat;

Mengingat : . . .
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. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5605);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6182);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6765);

. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444
Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya
Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;

MEMUTUSKAN : . ..
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1444  HIJRIAH/2023 MASEHI YANG
BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI
DAN NILAI MANFAAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang
Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai
Manfaat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESEPULUH diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

“KESEPULUH : Besaran BPIH Tahun 1444
Hijriah/2023 Masehi yang
bersumber dari Nilai Manfaat
yang digunakan untuk
membayar selisih BPIH dengan
besaran Bipih sebesar
Rp8.378.672.709.502,09.”

2. Ketentuan Diktum KESEBELAS diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

“KESEBELAS : Besaran BPIH Tahun 1444
Hijriah/2023 Masehi yang
bersumber dari Nilai

Manfaat untuk Jemaah Haji
reguler lunas tunda sebesar
Rp1.078.622.366.334.”

Pasalll. ..
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Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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.
AN

SK No 152488 A



